PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang :a, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengaturan
Penggunaan Bangunan, maka peru diatur ketentuan
mengenai pemungutan retribusi izin penggunaan bangunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 MNomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

2. Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

3. Undang-Undang Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-Undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahkun 1899
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Namor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1989 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664).

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Momor
4048).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tertang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI
Tahun 1983 Nomer 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3285).
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. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewsnangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Gtonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

Keputusan Presiden Rl Momor 44 Tahun 19299 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Refribusi Dasrah
Tingkat | dan Daerah Tingkat Il

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nemeor 2 Tahun 2001
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Crganisasi Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Pengaturan Penggunaan Bangunan.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Palembang Nomor 9@ Tahun 2001 tentang Persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang
tentang Retribusi Izin Penggunaan Bangunan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menstapkan

MEMU TUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGLNAN.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepzala Daerah beserta
perangkat Daerah Ofonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
refribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
Bangunan gedung adalah bangunan yang dipergunakan
sebagai wadah kegiatan manusia.

Bangunan-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia
yang tersusun dan melekat pada tanah atau tertumpu pada
batu-batu landasan.

Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB
adalah izin wuntuk menggunakan atau memanfaatkan
bangunan yang ditatapkan oleh Kepala Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan {erbatas, persercan kemanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, keperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

Industri Besar adalah industri yang nilal investasinya diatas 1
(satu) milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

Industri Sedang adalah industri yang nilai investasinya dari
diatas 200 juta rupiah sampai dengan dibawah 1 (satu)
mily‘.;ar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
ussha.

Industri Kecil adalah industri yang nilai investasinya mulai
dari 5 (lima) juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pergudangan besar adalah pergudangan yang luashya
diatas 300 meter persegi.

Pergudangan sedang adalah pergudangan yang luasnya
mulai dari diatas 100 meter persegi sampai dengan dibawah
300 meter persegi.

Pergudangan kecil adalah pergudangan yang luasnya paling
luas 100 meter persegi.

Hotel kelas | adalah hotel berbintang lima (lima) dan 4
(empat) dengan fasilitas parkir 1 (satu) mobil untuk setiap 5
(lima) kamar.
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Hotel kelas Il adalah hotel berbintang 3 (tiga) dan 2 (dua)
dengan fasilitas parkir 1 (satu) mobil untuk setiap 7 (tujuh)
kamar,

Hotel kelas Il adalah hotel berbintang 1 (satu) termasuk
losmen, penginapan dan wisma dengan fasilitas parkir 1
(satu) mobil untuk setiap 10 (sepuluh) kamar.

Bangunan multi fungsi adalah bangunan yang dipergunakan
untuk lebih dari 1 (satu) jenis pelayanan atau jasa.

Waijib refribusi adalah eorang pribadi atau badan yang
memiliki dan atau menguasai bangunan yang menurut
peraturan perundang-undangan yang berfaku.

Masa retribusi adalah jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa
penggunaan bangunan.

Surat Pendaftaran Objek Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
Daerah.

Surat Ketetapan Reftribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Relribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjuinya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKROKBT, SKRDLB atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Relribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data atau kelerangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi Daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Megeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serfa mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Penggunaan Bangunan dipungut
refribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin
penggunaan bangunan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin penggunaan

bangunan yang melipuli:

a. Bangunan untuk industri.

b. Bangunan untuk perdagangan.

¢. Bangunan untuk perhotelan, supermarket, bioskop dan tempat
hiburan,

d. Bangunan untuk pertokoan, penginanpan, perkantoran dan
jasa.

. Bangunan untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
yang bersifat komersial.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan pemberian izin penggurnaan bangunan.

BAB Il
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin penggunaan bangunan
didasarkan atas jenis dan luas bangunan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif  retribusi dimaksucdkan untuk  menutup biaya
penyelenggaraan pemberian izin penggunaan bangunan
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan
aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya
pemeriksaan  untuk  pengaturan, pengendalian  dan
pengawasan penggunaan bangunan dan biaya plat nomor
IPB.



BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Desar penetapan refribusi izin penggunaan bangunan,
meliputi besarnya tarif jenis bangunan dan luas bangunan.
(2) Retribusi izin penggunaan bangunan ditetapkan dengan
rumus sebagai berikut:
Retribusi IPB = TJB x LB
a. Besar tarif jenis bangunan (TJB) adalah sebagai berikut;
1. Bangunan untuk industri.

- Industri besar............................Rp.S.OOO,Jmeter
- Industri sedang..........................Rp. 4.000,-/meter
- Industri keeil... weeee e RP. 2.000,-fmeter
2. Bangunan untuk pergudangan
- Pergudangan besar .. eeeeereeen.Rp. 3.000,-/meter
- Pergudangan sadang.......... ouen.Rp. 2,000, -fmeter
- Pergudangan kecil.....................Rp. 1.500,-/meter
3. Bangunan untuk perhotelan dan diskotik.
- Hotel kelas | dan diskotik..............Rp. 5.000 -/meter
= Hotalkelas Il ...............cocovvuneenn. Rp. 4.000 -/meter
- Hofal kelas ... ...Rp. 3.000-/meter
4. Bangunan untuk supermarket blaskop. tempat hiburan
dan multi fungsi... L .Rp. 4.000,-/meter
5. Bangunan untuk pertokoan perkantoran dan
e T A L e Rp. 2.000,-/meter

6. Bangunan untuk fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga
dan fasilitas kesehatan yang  bersifat
KOMOKEIN . cveresnasomsemmmss stz eseroetis) Rp.1.000,-/meter

b. Luas bangunan (LB) adalah bagian bangunan yang
sesuai dengan luasnya, untuk diberikan izin.

Pasal 8
Besarnya retribusi daftar ulang izin penggunaan bangunan 5
(lima) tahun sekali terhitung tanggal diterbitkan surat izin
penggunaan bangunan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana dimaksud- pasal 7 Peraturan
Daerah Ini.

Pasal 8

Besarnya biaya sefiap plat nomor izin pengaunaan bangunan
ditetapkan sebesar Rp. 25.000 -

BAB V|
WILAYAH PEMUNGUTAN
Fasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.



BAB VI
MASA RETRIBUS| DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun).
Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIl
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

(1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
(2) SPJORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus
diis dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
~ oleh Waijib Refribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tate cara pengisian dan penyampaian
SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal 13 ditetapkan retribusi ferutang dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborangkan.



(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI
SANKS| ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua per-seratus) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XlI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran refribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB Xill
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang ssjenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib refribusi
harus melunasi refribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 19
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
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Dalam hal Wajib Refribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan Retribusi, Wajib Refribusi harus dapat
membuklikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
{(dua) bulan ssjak tanggal SKR atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDBKT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan fidak menunda kewajiban membayar
Reftribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi,

Pasal 20

Kepala Daerah dalfam jangka waktu paling lama & (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
Keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak diterimanya parmohonan kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini harus
memberikan kepulusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini telah dilampaui dan Kepala Daerah lidak memberikan
suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebul.

Pengembalian keleblhan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
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Pasal 22

Permchonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusl
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan
sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa Refribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohaonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukii saat permohonan diterima oleh
Kepala Daerah.

Pasal 23

Pengembalian  kelebihan refribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan refribusi.
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat
(4) pasal 20, pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Kepala Daerah dapat memberikan penguragan, keringanan
dan pembebasan refribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Refribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVl
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa

setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) pasal ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.
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BAB XVl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Wajib Retribusi yang fidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (emapt) kali jurnizh retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi dasrah ini.

Weawenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini adalah;

a. menerima, mencar, mengumpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah agar kelerangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah,

¢. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi
atau badzan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Refribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatalan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h., memoctret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
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i. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang periu unltuk kelancaran
penyidikan findak pidana di bidang Retribusi Dasrah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 8
Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dialur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang

ndj Palémbaag pada tanggal 26 April 2001
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